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Bagian Kedelapan Belas
Pembiayaan

Pasal 76

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf
¢ terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 77

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
avat () huruf a meliputi:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. divestasi

C. penerimaan utang/pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1) huruf b meliputi:

a. investasi; dan

b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Kesembilan Belas
Perencanaan dan Penganggaran
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 78

Rumah BSakit Jiwa Mutiara Sukma yang menerapkan BLUD
menyusun RBA mengacu pada Renstra.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan;

a. anggaran berbasis kinerja;

b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain
dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan
BLUD lainnya.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada
pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara
efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku
di daerah.

Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan
standar satuan harga vang ditetapkan oleh Gubernur.
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Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan pagu belanja yang
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 79

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

c. perkiraan harga;

d. besaran persentase ambang batas dan

e. perkiraan maju atau /forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola
anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas
tertentu.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar
pelayanan minimal.

Pasal 80

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan. pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b,
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan
yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
huruf ¢, merupakan estimasi harga .jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan
fluktuasi kegiatan operasional BLUD,

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yvang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.

Pasal 81

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf
a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan
ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain
pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari
BLUD.
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Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang
sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e
dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD,
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun
belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam | (satu) program, |
(satu) kegiatan, I (satu) output) dan jenis belanja.

Belanja BLUD sebagaimara dimaksud pada ayat (2) dialokasikan
untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan
pelayanan dan pendukung pelayanan.

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya
diintegrasikan /dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah. '

BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran
dalam jenis belanja pada DPA. untuk selanjutnya disampaikan
kepada PPKD.

Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 82

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
diintegrasikan /dikonsolidasikan dan merupakan -kesatuan dari
REKA.

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 83

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan
yvang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
huruf ¢, merupakan estimasi harga .jual produk barang dan/atau
Jjasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan
fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.
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Bagian Kedua Puluh
Aset

Paragraf 1
Pengelolaan Aset

Pasal 84

Pengelolaan Aset pada RSJ Mutiara Sukma dilaksanakan oleh :
Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola Barang);
Pengurus Barang Milik Daeral (Pengurus Barang);
Pengurus Barang Pengelola;

Pembantu Pengurus Barang Pengelola;

Pembantu Pengurus Barang Pengguna: dan

Pengurus Barang Pembantu.

o oo o P

Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola Barang) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {(2)
merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya vang sah.

P:E:ngurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang) sebagaimana
du.naksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pejabat dan/atau
Pejabat Pelaksana yang diserahi tugas mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik
daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan pengurus barang - yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e merupakan pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f merupakan seseorang yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa
Pengguna Barang.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan
kegiatan vang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), merupakan
dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang,



Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

Paragraf 2
Barang Milik Daerah

Pasal 85

Barang milik daerah meliputi:

a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
atau
b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya vang sah.
Pasal 86
(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, dilengkapi
dokumen pengadaan. =
(2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, dilengkapi
dokumen perolehan. '
(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
Pasal 87
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,
meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b,

C.

(1)
(2)

(3)

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;

barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; )
barang vang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan
modal pemerintah daerah

Paragraf 3
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 88

Direktur mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah
selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/
perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
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d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disetujui oleh Gubernur;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi barang milik daerah;

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna
Barang vang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola
Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i, membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan

j. menyusun laporan barang milik daerah.

Paragraf 4
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 89

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
serta ketersediaan barang milik daerah vang ada.

Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola
Barang dan/atau Pengguna Barang.

Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 90

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap
tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan
angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan
anggaran.

Pasal 91

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada
Rencana Kerja SKPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan,
berpedoman pada:

a. standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/atau

c¢. standar harga.
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Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan
kebutuhan.

Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah satuan jumilah barang yang dibutuhkan sebagai
acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik
daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada
SKPD.

Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan
barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 92 -

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh
Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD.

(1)

(1)

(2)

Pargaraf 5
Pengadaan

Pasal 93

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel.

Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pola Tarif

Pasal 94

RSJ Mutiara Sukma berhak mendapatkan imbalan atas barang
dan/atau jasa layanan yang diberikan dari masyarakat.

Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang
disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan
atau hasil per investasi dana.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya
dalam menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Tarif layanan RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan
usulan Direktur.



(1)

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)
(2)
3

(4)

Bagian Kedua Puluh Dua
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 95

Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana dan
prasarana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan mutu pelayanan

csiankrlflelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSJ Mutiara
u a.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah RSJ Mutiara Sukma
Pasal 96
RSJ Mutiara Sukma wajib menjaga lingkungan, baik internal

maupun ecksternal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan.

Pasal 97

Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (2) meliputi pengelolaan limbah RSJ Mutiara Sukma.
Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
limbah medis dan non medis.

Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB 1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
Pola Tata Kelola (Hospital Bylaws) RSJ Mutiara Sukma.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Sekretaris Daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Satuan Pengawas Internal.

Selain Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan juga oleh Dewan
Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 101
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Oktober 2020
GUBERNUR NUSA TENG@GARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2% Oktober 2020

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6l



